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KEGIATAN KARYA BAKTI MANDIRI KLATEN BERSINAR (KBMKB) 

SASAR PASUNG KLATEN, DANA Rp560 JUTA  

UNTUK BETONISASI DAN PENYULUHAN 

 
Sumber Gambar: 

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/04/rakor.webp 

 

Isi Berita:   

Solopos.com, KLATEN–Kegiatan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) ke-

22 bakal digelar selama sebulan di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Klaten, dengan 

pembukaan pada 23 April 2024 hingga penutupan 22 Mei 2024. Total anggaran untuk 

menyasar kegiatan fisik dan nonfisik program itu diperkirakan mencapai Rp500 juta. 

Hal itu terungkap dalam rapat pleno persiapan pelaksanaan KBMKB Desa Pasung di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermardes) Klaten, Kamis 

(18/04/2024). 

Kegiatan dihadiri Kepala Dispermasdes Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, Pasiter Kodim 

0723/Klaten, Kapten Cba Budiyono, perwakilan dari Polres Klaten, AKP Sugiharto, 

Camat Wedi, Widaya, Camat Wedi, Danramil Wedi, Kapten Cpl Tri Joko, Kapolsek 

Wedi, AKP Aleg Ipanudin, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas  Desa Pasung. 

Pasiter Kodim 0723/Klaten, Kapten Cba Budiyono, menjelaskan rapat pleno 

terselenggara guna menyampaikan saran dan masukan guna memperlancar pelaksanan 

KBMKB di Desa Pasung. 

“Tujuan KBMKB untuk mempercepat pembangunan, menunjang dalam bidang 

pertanian, transportasi dan Kemanunggalan TNI Bersama Rakyat,” kata Pasiter 

berdasarkan keterangan tertulis dari Kodim Klaten. 
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Kepala Dispermasdes Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, mengatakan anggaran pelaksanaan 

KBMKB menggunakan dana APBD dari Pemkab Klaten dengan tujuan utama 

menyejahterakan masyarakat. 

“Sasaran fisik berupa betonisasi jalan sepanjang 750 meter, lebar 4 meter, dan tebal 12 

sentimeter. Pembuatan  talut sepanjang  410 meter, lebar bagian atas 30 sentimeter dan 

tinggi 0,9 meter. Sedangkan sasaran nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, 

penyuluhan bahaya kenakalan remaja, penyuluhan antihoaks dan penyuluhan 

administrasi kependudukan. Total anggaran Rp560 juta,” ungkap Rahayu. (Taufiq Sidik 

Prakoso) 

Sumber Berita: 

1. https://soloraya.solopos.com/kbmkb-sasar-pasung-klaten-dana-rp560-juta-untuk-

betonisasi-dan-penyuluhan-1904616, “KBMKB Sasar Pasung Klaten, Dana Rp560 

Juta untuk Betonisasi dan Penyuluhan”, tanggal 19 April 2024. 

2. https://solo.tribunnews.com/2024/04/20/kbmkb-desa-pasung-klaten-betonisasi-jalan-

hingga-buat-talud-anggaran-ratusan-juta-rupiah, “KBMKB Desa Pasung Klaten 

Betonisasi Jalan Hingga Buat Talud Anggaran Ratusan Juta Rupiah”, tanggal 20 

April 2024. 

3. https://koranbernas.id/berlokasi-di-desa-pasung-kbmkb-dianggarkan-rp-560-juta, 

“Berlokasi di Desa Pasung, KBMKB Dianggarkan Rp 560 Juta”, tanggal 19 April 

2024. 

Catatan :  

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

2. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran 

Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

antara lain b. belanja modal. 

5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja 

modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun 

pendapat suatu instansi 

 


